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MOTO
Tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan, jangan lupa berterimakasih
dan bersyukur akan segala hal yang telah didapatkan

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat tuhan yang maha esa atas segala rahmat dan karunia-

nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Karya tulis

skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua dan saudara-saudari
penulis tercinta yaitu:

1. Untuk kedua Orang Tua tercintaku Arwan dan Dewi sebagai tanda bukti
dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan
karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang
dan segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya
dapat ku balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan
persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan
Ayah bahagia, karna aku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
Untuk kedua Orang Tuaku yang paling kucintai terima kasih banyak
selama ini banyak memberikan motivasi, selalu mendoakanku, selalu
mejadi penyemangatku, dan selalu menasehatiku untuk menjadi yang
lebih baik.

2. Wiga Sobdetin Kakak ku tercinta terima kasih sudah ikut serta dalam
proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas
semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tetaplah
menjadi kakak terbaikku.

3. Yulin Kristiano, Anita Felicia, Boy Alexander Adik ku tercinta terima
kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama
ini, terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada
penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
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Tanah merupakan bagian dari Bumi yang disebut permukaan Bumi. Tanah adalah salah
satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur di dalam Hukum
Agraria itu bukanlah Tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek
yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan
bagian permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (ayat 1) UUPA, Yang
menentukan “atas dasar hak mengusasi dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ditentukan adanya macam macam hak atas permukaan Bumi, yang disebut tanah yang
diberikan dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain serta badan Hukum. Pembatalan hak atas tanah disebabkan oleh
cacat hukum/administrasi dan/atau karena keputusan pengadilan menciptakan potensi
sengketa kepemilikan tanah. Dasarnya adalah perselisihan yang timbul karena alasan
hukum perolehan kepemilikan tanah, kemudian diterbitkan sertifikat hak atas tanah
didalamnya mengandung cacat subyektif, yaitu, setiap saat, peristiwa yang
menimbulkan hukum validitasnya dapat dipertanyakan. jika dapat dibuktikan gugatan
ini sah hukumnya benar kemudian hakim memutuskan menyatakan hubungan itu
batal demi hukum hukum yang terjadi. Yang maka keputusan dapat diambil sebagai
dasar pengajuan gugatan pembatalan surat pemberian hak kepada tanah atau sertifikat
hak atas tanah.

Hal-hal diatas telah menimbulkan kekaburan hukum (vague norm). tujuan penelitan
ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang dapat
membatalkan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa, dan untuk
mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum pembatalan surat keterangan
tanah terhadap tanah yang telah dikuasai. Jenis penelitian ini adalah bersifat normatif,
menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Tipe penelitian adalah kekaburan hukum yaitu ketidak jelasan peraturan pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) yang
mengakibatkan banyak tafsiran apakah Surat Keterangan Tanah termasuk pada
peraturan tersebut.



Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Persoalan pertanahan di Indonesia masih terlalu banyak, ketika dokumen-
dokumen yang menjamin hak-hak masyarakat diterbitkan, terutama di
masyarakat pedesaan dimana Surat Keterangan Tanah masih banyak
digunakan, dan ketika timbul perselisihan antar individu yang bekerja pada
setiap proyek, permasalahan-permasalahan tersebut akan terjadi. Selain itu,
masih banyak masyarakat yang mengadu kepada perusahaan mengenai
sertifikat hak milik yang dimilikinya, bahkan kasus seperti ini sering ditemui
di pengadilan, sayangnya banyak pihak yang dirugikan dalam proses
perlindungan haknya, namun kemungkinan terjadinya hal tersebut tidak dapat
dikesampingkan. Juga seseorang yang bisa membela haknya.

2. Bahwa terdapat kekaburan hukum yang mengatur mengenai Surat Keterangan
Tanah pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah Pasal 32 ayat (1) tidak jelas menyebutkan apakah Surat Keterangan
Tanah termasuk bukti kepemilikan tanah atau tidak.
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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang
dapat membatalkan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa, dan
untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum pembatalan surat
keterangan tanah terhadap tanah yang telah dikuasai. Jenis penelitian ini adalah bersifat
normatif. Tipe penelitian adalah kekaburan hukum (vague norm), hasil penelitian ini
adalah pertama, Persoalan pertanahan di Indonesia masih terlalu banyak, ketika
dokumen-dokumen yang menjamin hak-hak masyarakat diterbitkan, terutama di
masyarakat pedesaan dimana Surat Keterangan Tanah masih banyak digunakan, dan
ketika timbul perselisinan antar individu yang bekerja pada setiap proyek,
permasalahan-permasalahan tersebut akan terjadi. Selain itu, masih banyak
masyarakat yang mengadu kepada perusahaan mengenai sertifikat hak milik yang
dimilikinya, bahkan kasus seperti ini sering ditemui di pengadilan, sayangnya banyak
pihak yang dirugikan dalam proses perlindungan haknya, namun kemungkinan
terjadinya hal tersebut tidak dapat dikesampingkan. Juga seseorang yang bisa
membela haknya. Kedua, Bahwa terdapat kekaburan hukum yang mengatur
mengenai Surat Keterangan Tanah pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) tidak jelas menyebutkan apakah Surat
Keterangan Tanah termasuk bukti kepemilikan tanah atau tidak.

Kata Kunci: Pembatalan, Surat Keterangan Tanah, Hak Milik
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